Demi Danais, Desa Bakal Berubah Nama Jadi Kalurahan

Ilustrasi: https:pidjar.com

Harian Jogja.com — Penyebutan nama desa® bakal berubah seiring dengan pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kalurahan®. Rencananya setelah peraturan ini disahkan, sebutan
desa berubah menjadi kalurahan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Keluarga Berencana Pemberdayaan
Masyarakat Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Sujoko, mengatakan Pemkab bersama-sama dengan
DPRD Gunungkidul membahas Raperda tentang Kalurahan. Pembahasan ini mengatur tentang
perubahan nama desa menjadi kalurahan, sama seperti penyebutan di masa lalu.

Menurut dia, perubahan dilakukan mengacu pada pemberlakuan Undang-Undang tentang
Keistimewaan di DIY. Diharapkan dengan perubahan ini maka seluruh desa di Gunungkidul dapat
mengakses dana keistimewaan yang digelontorkan Pemerintah Pusat. “Seluruh desa penyebutannya
menjadi kalurahan,” kata Sujoko kepada wartawan, Rabu (21/5/2019).

Dia menegaskan meski ada perubahan nama, tidak mengubah fungsi dan peran yang dimiliki desa.
Pasalnya, secara keorganisasian kalurahan tetap dipimpin oleh lurah dari hasil pemilihan rakyat. “Ini
hanya penyebutan saja dan kondisinya beda dengan kelurahan yang ada dengan kepala pemerintahan
dipimpin oleh lurah yang berstatus pegawai negeri sipil [PNS]. Nantinya kalurahan kepalanya tetap
lurah hasil dari pemilihan,” katanya.

Konsekuensi dari peraturan ini tidak hanya mengubah nama desa. Pasalnya, juga akan mengubah
struktur organisasi dan tata kerja di pemerintahan desa. Nantinya, kata Sujoko, nama-nama jabatan
seperti carik, kepala seksi kesejahteraan, kepala urusan keuangan bakal diubah. “Nama-nama jabatan
di pemerintahan desa zaman dulu seperti carik, ulu-ulu, jogoboyo, kamituwo bakal dihidupkan lagi
seiring dengan pembahasan raperda ini,” katanya.

Disinggung mengenai potensi tumpang tindihnya aturan dengan Undang-Undang No0.6/2014 tentang
Desa, Sujoko memastikan tidak ada masalah. Menurut dia sesuai dengan salah satu pasal dalam
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Undang-Undang Desa diperbolehkan menyebut nama desa dengan sebutan yang lain. “Bukan
masalah. Sebagai contoh desa di luar Jawa ada yang disebut dengan kampung dan nagari. Jadi,
penyebutan kalurahan hanya sebatas nomenklatur dan tidak akan mengubah peran dan fungsinya
seperti yang tertuang dalam Undang-undang Desa,” katanya.

Sekretaris Komisi A DPRD Gunungkidul, Ari Siswanto, mengatakan pembahasan Raperda tentang
Kalurahan hanya membahas tentang perubahan penyebutan nama di Gunungkidul dari desa menjadi
kalurahan. “Perubahan ini sejalan dengan pemberlakuan UU Keistimewaan DIY. Harapannya dengan
penyebutan nama kalurahan, desa bisa mengakses dana keistimewaan yang dimiliki Pemda DIY,”
katanya.

Sumber Berita :

1. harianjogja.com, Selasa, 21 Mei 2019: Demi Danais Desa Bakal Berubah Nama Jadi Kalurahan.
2. radarjogja.com, Rabu, 22 Mei 2019: Perubahan Nama Desa Berpengaruh ke Danais.

Catatan :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta :

a. Pasal 7 ayat (1); Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam
urusan Pemerintahan Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang
pemerintahan daerah dan urusan Keistimewaan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

b. Pasal 7 ayat (2) huruf b; Kewenangan dalam urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi: Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.

c. Pasal 30 ayat (1); Kewenangan kelembagaan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas,
akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan
pemerintahan asli.

2. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pasal 2 Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah

Daerah DIY: Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

a. efektifitas pemerintahan;

b. efisiensi;

¢. manfaat;

d. akuntabilitas;
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e. keterbukaan;
f. partisipasi; dan
g. pendayagunaan kearifan lokal.

1) Kalurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan.
2) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan/atau hak.
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